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Informasi Publik

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1) Memahami tentang Prosedur Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6.  Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik
8.  Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.50-Huk/2022 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
KETERKAITAN PERALATAN / PERLEGKAPAN :

SOP Layanan Informasi Publik

Desk/ Meja layanan informasi
Komputer/ Laptop

Printer

Dokumen Informasi Publik

bkl




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

waktu 100 (seratus)
hari kerja

1. Apabila tidak dilaksanakan, maka informasi tidak akan terlayani dengan baik dan Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dan dokumen kegiatan
pelayanan prima tidak akan tercapai
2. Melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Atasan PPID PPID Komisi
PPID Pelaksana : Kelengkapan Waktu Output
Informasi
Pelaksana
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3 | Sengketa Pelayanan Sengketa' Pelay.anan penyelesaian keberatan,bukti tanda terima formulir
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